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UMUM

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari
tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak
pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Oleh karena
itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas
dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga
dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yakni:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas
perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur,



II.

lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai
Pihak Pelapor; dan

2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah,
akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak
Pelapor.

Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas
perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur,
lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai
Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang
dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk
dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan
publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK
rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara
berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan
Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial
Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi
tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk
kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib
melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit
(dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi
tesebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak
positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban
pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan
infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan
publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi
Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata
maupun pidana.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



